YentiGamnasih

lulisan tentang pentingnya
“Intelijen dalam suaru
Negara™ diharapkan da-
pat memberikan pencerahan bagi
kalangan masyarakat umum, Pe-
nyampaian tentang isu ini disa-
jikan secara umum dan sederha-
na agar mudah dipahami oleh
berbagai kalangan. Berbicara ten-
- tang inzelijen bagi masyarakar luas
kadang hanya dipahami sebagai
dﬁnia”yang terbilang rahasia,
bahkan sebagian masyarakas
menganggap lembaga ini adalah

lembaga yang menakutkan. Anggapan
demikian terjadi karena ridak adanya
informasi yang memadai mengenal apa
dan bagaimana intelijen, sehingga pe-
mahaman yang muncul justru kontra
produktif. Pemahaman yang diharapkan
adalah bahwa Intelijen adalah sesuara yang
dibutuhkan apapun bentuknya, yang pada
intinya suatu lembaga vang fungsinya
untuk membantu Pemerintah dalam
menjamin keamanan negara, dan sebagai
pendukung penting untuk terselenggara-
nya kehidupan bernegara sesuai dengan
fujuan negara,
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i Mes}upun pemahama ) tentang mte-.-.‘-_

'_ 'Leta'hu' oieh sebagxén .besar masjraia— :

: -kat, namun bahwa Indonesm mem—

. punya'___" Badan Inteh} en

o tahm _dan Waiaupun kesan tentang_.---.

s "terwantung pada dam ' mana cara
. pandangnya dan ;cuar Dclakang mdl—- :

' vidu. Ironisnya Justru muncul stan—

dar: ganda tentang: ini mlsalnya ter-
hadap peranan. mtehjen cenderung
dicurigai akan berbenturan dengan
terlanggarnya HAM di satu sisi-dan
ketika terjadi kejahatan terorisme
atau pada saat ada penyusupan dire-
ngah. kegiatan Presiden atau. pe}abat
tinggi lain, masyarakat menanyakan
bahkan menimpakan kesalahan pada
lengahnya intelijen. Melihat gejala
yang kedua tersebut artinya intelijen
mutlak harus ada dalam suatu Nega-
ra, dan memang sungguh sangat aneh
bila dalam bernegara tanpa ada ke-
hadiran badan intelijen terlepas apa-
pun bentuk dan kewenangannya.

Untuk menentukan keberadaan dan
pentingnya peranan [ntelijen di sua-
tu Negara tentu tidak terlepas dari
pengertian tentang intelijen itu sen-
diri. Seperti berbagai hal yang sulit
ditemukan definisi yang bersifat uni-

versal dan komprehensif maka inte-

'h]en pun demikian Berbagal penger«- -

- "tlan muncul ten{ang mtehJen rmsal-_- R
nya dxmaknal juga: sebageu sesuatu_' L
"yang berkaitan langsung dengan ma—." o
_':'salah yancr harus dikctahul sesegera o
munckm untuk menunjang Sﬁtiap

) 1ms1 if tlndakan 1 Selain itu Inteha
jen diaitikaﬂ sebavaz baoian dari
Angka{an DﬁfSCﬂjatd yang bertucas____'_':___
‘menjaga dan menjamin kepentingan-

kepentmgan negara techadap. unsur-
unsur yang ingin merugikan kepen-
tingan yang akan dicapat. tersebut.
Pengertian intelijen juga. kemudian
berubah seiring dengan sangar melu-
as saling meliputi tugas dan wewe-
nangnya, misalnya keterﬁ_batan inte-
lijen kini tidak terbatas hanya kemi-
literan saja, tetapi juga meliputi bi-
dang ekonomi, politik, sosial, dan
sebagainya.  Dari berbagai definisi
yang muncul, namun paling ridak,
terdapat satu ciri khas yang melekat
pada intelijen yaitu tentang kegiatan
rerselubung dalam tujuan untuk
membantu pemerinrah dalam melin-
dungi warga negara dalam tujuan
melaksanakan keamanan negara.

Intelijen adalah sebuah fungsi yang

berjalan dalam “kegelapan”, dan ber-

1 Allan Dulles, The Craft of Intelligence,
(New York: Signet Book, 1965), hal 10.
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_'beda denﬂan 1ung51 negara atau’ pe— g

'-menmah lam yang bekerja “di- per-
‘mukaan”,

"acialah funcm yang penuh m:steri,_
R _-ditandax oleh mfamya yang' tertutup____

"._:":_'dan rahas:a daIam kesefuruhan ‘me-
tode, anggota prmmp kerja dan sum-
ber informasi, Lebih dari ity ‘pro-
duk mtelz}en pun bersifar 1ah331a dan
textump yang menyebabkan publik
tidak-akan ‘pernah memiliki ‘penge-
tahuan Aawasnya. Tidak mengherankan,
jika'sejumlah liceratur mengargu-
mentasikan bahwa - publik - ‘yang
terinformasi, merupakan prasyara
/ang diperlukan bagi berlangsungnya
fungsi- pengawasan oleh” masyarakat
secara luas.? ' :

Selanjutnya disebutkan bahwa pada
dasarnya fungsi intelijen menerapkan
4 fungsi pokok intelijen yaitu pe-
ngumpulan (collection), analisa (analy-
sis), kegiatan terselubung (coverr ac-
tion) dan konrtra intelijen (counter
intelligence). Dari keempat fungsi
tersebut dapar dijalankan secara op-
timal oleh badan intelijen jika badan
intelijen tersebur memiliki metode
kerja yang baik, yang merupakan

2 Law on the fnte!lzgeme and Security Agency
of Bosniz and Herzegovina, 2004, Pasal
27.

Seczua alamlah mtehjen -

kombinasi dari fuman mtfllzgmce dan
rechnical intelligence: Human' intelli-
gence berkaitan. dengan penggunaan
agen-agen intelijen untuk “mendapat-
kan. produk. mtehjen dari sumber '

terbuka dan - tertutup. Z?c/)mczz[ in-
.tellzgefzce berkaitan: dencan berbagai

teknologi informasi yang digunakan
untuk ‘mencari ‘informasi mtehjen 3
Metode-metode kerja tersebur akan
menghasilkan produk-produk inrel;-
jen. Produle-produk tersebur menu-
rut skema Kens, terdiri dari tzga ;e—
nis produk.4

Tujuan Negam dan Duk‘ungan
Kebuinhan informasi Intehjen -

Pada era apapun apalagi pada saar ini
tentu sudah dapar dipahami secara
sepakat bahwa siapa yang memegang
informasi maka dialah yang mengua-
sai dunia. Dengan demikian infor-
masi sangat penting untuk tujuan
pencapaian apa yang diinginkan, ter-

5 Abram N Shulsky dan Gary J. Schmith,
Stlent Walfare: Understanding the World of
Intelligence, (Dules, Virginia: Brasseys’s
Inc: 2002}, Bab 2.

Sherman Kenr, Strategic Intelligence for
American World Poliry, (Princeton N.J:
Princeron Umversny Press, 1948),

hlm.41.




_entang-_'_tu}uan 'negara :-ter31rat ada_

"_nya suatt kepentmgan maupun ].ang—__'
'_ 3'kah Iancrkah untuk mempertahankan '

-__negara tersebut yang dilakukan de-

ngan berbagal cara mulai yang klasik
. .sampal’ ‘dengan yang pahng modern

. .".sehahpun Cara-cara yang ditempuh

itu antara lain” bagaimana untuk

- _mendapat mforma51 tenfang bahaya

_yang akan mengancam tujuan negara
“yang telah disepakati. Berkenaan
dengan perolehan informasi itulah
pada akhirnya muncul istilah seperti
rahasm, intelijen, spionase atau secu-
riry. Bahkan kalau mau diurut ke
belakang pun di Indonesia sudah
muncul istilah-istilah yang mengacu
pada kepentingan upaya pengaman-

an.dengan pendekatan mencari infor- -

masi secara rahasia, misalnya tentang
istilah “telik sandi” yang digunakan
oleh pasukan Bhayangkara di Kera-
jaan Majapahit.

Tujuan negara seperti disebutkan di
aras antara lain terdapat beberapa
gambaran yang menyiratkan bahwa

o umumnya terdapat unsur untuk dan

L beberapa peiopor yang mcwalﬂh pada i

_}uan tertentu Yaﬂg Pada_' ST

ra umum selalu chsebut pendapat dari S

atau 4 menyatal\an bahwa ‘e wea/e o
people means a strong stare and 4 strong

state means weak people. Thereforea. - -

country, ‘which bas the right way, is
cancemed with weaking people. Ham- | |

pir sama. dengan Shang, teosi =~
Machmvglh }rang MCnyatakan bahwa'

tujuan Negara berorientasi pada ne-
gara kekuasaan, yang antara; lain di-

katakan bahwa penguasa sebagai pim-
pinan Negara harus mempunyai sifat
srigala dan singa. Sebagai srigala ia
dapat mengetahui dan membongkar
rahasia yang bisa merobohkan Nega-
ra karena kelicikan, sedang sebagal
singa‘ia bi_sé'mcgaklukkan binatang- -

®

> Di sankan dari Kraneng burg dan Sabaruw
din, Hlmu Negara Umum, Pradnya
Paramica, cer 1, 11957, hlm.59-71. Li-
hat juga Sollly Lubis, llmu Negara, Pe-
nerbit Mandar Maju, cet iV, 1975, hlm.
44-50. Lihat lagi Moh. Kusnardi dan
Bintan Saragih, llmu Negara, Gaya Me-
dia Pratama, BEd. Rev. 1993, him. 73-77.

'egara dibentuk untuk tu;uan terten— R

: dalam ééndekaéan Ilmu Ncgara seca—_- . o

o u}uan negara yang diteonkan Oleh'_"'_'-

Lord Shang yang hidup pada abad 3 e
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binatang buas lainnya. Teori lain yang
berbeda paradigma adalah am Dante
Alleghiere seorang ﬁlsu yang lahir
1265-1321 ‘menyatakan pada dasar-
nya negara diciptakan untuk perda-
“maian dunia, dengan jalan mencip-

~rakan undang-undang yang ‘seragam __
- bagz seluruh umat manusia, kekua-
saan sebaiknya terpusat pada seorang
monarch, agar perdamaian dan kea..

manan dapat terjamin. Perebutan
pengaruh dan kekuasaan harus di sapu
bersih. Teori lain vang lebih maju
tentang twjuan Negara adalah yang
dinyatakan oleh Immanuel Kant yang
melihat sebagai Negara hukum da-
lam arti terbatas mempunyai tujuan
hanya dilihat sebagai penjelmaan ‘den
rechtlichen Zustand’ yang berarti
melihat Negara dari sudur hukum
saja. Berkaitan pendapat Kant mun-
cul kritikan di mana antara lain
menyatakan bahwa Negara jangan
hanya dipandang sebagai organisasi
untuk memenuhi keburuhan umuym
diantaranya pemeliharaan hak dan
hukum sebagai saru keburuhan teta.
Pl yang penting adalah adanya kebu-
tuhan bersama untuk menghalau
bahaya umum yang datang dari luar.”

Terlepas dan bukan dalam konteks
baik buruknya tujuan negara yang
hendak dicapai seperri yang disam-

paikan para pelopor dj atas,dapat
dipahami bahwa menurur Shang ni-
juan kekuasaan Negara yang hendak
dicapai dan hanya bisa-dicapaj de
ngan menyiapkan kelua
disiplin.-dan _kesiépan;’?meﬁg:&
segala kemungkinan, Dari apa

iter, -
api

: ang
dinyatakan disini, rencu dipeslukan

Sesuatu yang berperan atau berfiingsi
untuk mengetahui bagaimana ele-

mahan rakyar, apa saja yang akan
dihadapi negara bila rakyat kuar®
Apalagi bila kita simak dari Mach

velli di mana twjuan negara berori
entasi pada negara kekuasaan, yang
sekaligus «'menyiratkan  dua- sifar
binatang buas, yang penting ialah
adanya unsar kara unruk mengera-
hui dan membongkar rahasia yang
bisa merobohkan negara, dan seba-

liknya negara pun harus bisa meng-

ukur kekuatannya untiik menggadapi
siapa pun yang membahayakan Ne-
gara. Untuk tujuan inipun pasti di-
perlukan suatu metode atau cara
untuk mendapatkan informasi dengan
sistem terselubung. Tidak terlaly
berbeda dalam konteks petlunya suarm
organisasi atau badan atau apapun
bentuknya sepanjang berkaitan de-
ngan fungsi-fungsi mendapatkan in-
formasi misalnya dalam reori yang
menentang pendapat I Kant yang
menyatakan yang penting harus ada




- _-upaya untuk menghalau ! ahaya"dari

garakan meialul suatu raranan dan

_.dianggap léblh berbahaya kalau da—
':'_'.tangnya dan luar negara, dan bagi
"_;suatu negara apapun landasan

'falsafahnya bahwa seranaan adalah

_narkan Hal 1tu mungkm bxsa'

dismerglkan dengan pcndapat bahwa
“..owar is essenrzczlly an evzl t/a.:zr
maust be avozdm’ as much as pos-
rf’ae use of- mzl;ta@ force can be jus-
tified.. Basically disjﬁasition reflects
the idea that just war theory per-
ceives the use of force as an occasion
in which two basics moral precepis
come into conflict. On the one hand,
there is the duty not to harm —
which implies the avoidance of the
use of military force, and on the
other, there is the duty to defense
oneself or other, w/azc/a can necessi-
sate the use of force"®

6 . Smith, *Just War and Terorism, The and
of Just War Concept”, Peeters -
bondgenotenlaan 153 — 3000, leuven,

2005 haL 9
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]uan 1]

'- memeriukan suatu ;amman kcaman—_f-_

: penoatura_n_yang secara khusus dibe-

“rikan. kepad' lembaoa-icmbaga sepe

Angl{a{an Bersenjata dan Kepohsmn

“Secara sederhana dmyatalxan bahwa -
Angkatan Bersenjata bersifar menga-
"mankan negara dari apcaman yang. :
berszfat ekstemal dan kepohsian ber-
sifat menjaga ketertiban umum-dan.
gangguan yang. bersifat internal. Un-.

tuk kedua institusi terseburt diperlu-
kan pendukung lain yang bersifar

rahasia bagaimanapun transparansi
juga menjadi suatu keharusan dalam.
batas-batas tertentu. Dalam berbica-

ra tentang tujuan nasional yang ideal

selalu terintegrasi dan sinergis dengan.

kebijakan—kebijakan nasional, renca-
na-rencana aksi nasional dan program-
programnya. Untuk mencapai hal

tersebuc maka pasti dipertukan sua-

tu informasi yang seringkali justru
hanya akan akurat apabila diperoleh
secara diam-diam agar tidak ada re-
kayasa. Dalam kebutuhan inilah
muncul ide-ide yang berkaitan dengan
apa yang umumnya dilakukan oleh
Intelijen baik sebagai Intelijen Ne-
gara maupun intelijen yang ada pada
instansi seperti Intelijen Tentara

Daiam konscp modem tentang tu» 5
cgara. nampak bahwa negara_{-:___...} :

Keamanan suatu negara dtscleng-—_: 5




- -. _- '_Nasmnal Tndonesm;“lnteh}en Kepo—:'
- lisian; .JnteL}en kqaksaan, Intelijen

: -Ingzasz dan lijen Bea Cukai

'-"._';'.':Pengasman Badm Inteh}en_z-;

- Negara di Emd@mema beium:'_-_?;:;_ e
- diatar dalam ¢ peraturan ¢ by
| Setmakat ijnéaﬁg—Umd&w

Sebenam ;a bagl Indonesm keberadaan '

Intdgen Negaia sudah sejak lama ada.
Hal'ini ‘sekaligns ‘membukrikan bah-
wa ada kebutuhan untuk ‘memben-
tuk suatu badan aray organisasi in-
telijen untuk mendukung dan men-
}aga keamanaﬁ negara. Dard sejarah-
nya pun Indonesm dalam merebut
kemerdekaan sudah menggunakan
organisasi intelijen. - Namun dari
perjalanan sejarah pembentukan In-
telijen Negara tidak satupun yang di
atur dengan peraturan setingkar un-
dang-—undang tetapi hanya melalui
Peraturan di bawah undang-undang,
yaitu:’

L. BRANI (Badan Rahasia Negara
Indonesia).’
BRANT dibentuk pada tanggal 7
Mei 1943, oleh cikal bakal Ang-

Muhammad VYamin dan Sebasrian
Matengkar, Op.Cic., him. 93,

":;'Diberuuk berdasalhan Pexatura__
- Pemerintah’ Nomor: 64 lahun

-1958 'pa.da_ tangﬂal 5 Desembez-t

';'-I_VIM@R;T-APRIL 2008 -

atan Per ___giIndonesla, dan fung«f-

sinya ‘s¢ bagal oigamsa& payung "

-unit. m’ /ooc yang mfiny€» :
dibentuk oleh para kit

1) Menyelenggarakan koordinas .-
antara badan-badan sipil dan
militer yang mempunyai funo-
si dan tugas intelijen;

2) Mengumpulkan mempela)au,

3) Menyampalkan kepada dewan
menteri:melalui perdana men-
teri hasil-hasil intelijen yang
petlu guna keselamaran, kese-
jahteraan, dan keamanan nega-
ra.

Sedang Fungsi Utama adalah me-
ngolah, menyaring, dan mengada-
kan pencocokan aras semua kete-
rangan-keterangan yang akan di-
sampaikan kepada pemerintah,
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* pimpinan dan 'menyeleﬁgcrarakan_

31p11 dan- mmiliter yang mempu— -

oo nyals tuoas mtehjen
2) Mengumpulkan, mempelajari,
_ membahas, dan. memlal lkete-
e 1ancran—keteranpan dan laporan-
laporan dalam laporan intelijen.
3) .-Menya_mpaikaﬁ lepada Perdana
.. ‘Menteri/Presiden/Panglima Ter-
- tinggi-angkatan. Perang, hasil-
~hasil intelijen yang perlu guna
- keselamartan, kesejahteraan, dan

keamanan negara

Fungsi Utama BPI adalah pemeli-
~haraan keamanan dan ketertiban
-dalam negeri, pemeliharaan kelang-
sungan kewibawaan dan kekuasa-
an pemerintah, pemeliharaan ra-
hasia-rahasia negara dan pengaman-
an keselamatan negara dari baha-
ya-bahaya yang mengancam dari
luar.

CKIN
Dibentuk dengan Kepurusan Pre-
siden Nomor: 181 Tahun 1966,

koordmam antara badan badan '

L __.'.:;'--f'fpada tanggal 22 Agusms 1966 _
' ':__ff*Yang tuaas Pol«:ok KIN adalah me- 5-:'

_ -laksanakan segala keolatan ingeli-

e negara RI demi kesclamatan_

_- _' Q'_;dan keamanan ja.lannya pemenn—'_]:' o

_ang fung31 Utama adalah mewi_-_:’ s _
:'.ngumpulkan, mengolah dan me-.
“nyajikan intelijen pohnk ekono».'__".:'-

i, sosial budaya, teknologi, mi-
:'hi:er keamanan dalam negeri dan
Juar negeri, menyeienggarakan ri-

ser dan analisis masalah‘dan peng-
alaman secara ilmiah, menyeleng- -
garakan dokumentasi dan filing
intelijen, dan menyéienggarakan

koordinasi ‘dan integrasi kegiatan
dan -operasi - intelijen dari badan-

badan intelijen departemen dan
lembaga-lembaga serta melalukan
fungsi-fungsi pengawasan.

. BAKIN

Dibentuk berdasarkan Kepurusan
Presiden Nomor: 70 Tahun 1967,
pada ranggal 22 Mei 1967. Tugas
Pokok adalah membantu presiden
dalam menentukan kebijaksanaan
pemerintah negara di bidang in-
telijen, dan membantu presiden
mengamankan pelaksanaan kebi-
jaksanaan pemerintah negara. Se-
dang Fungsi Utama:

1) Menyelenggarakan operasi pe-

an dan revolu31 Indonesm Se-oi
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nyehdikan, pengamanan dan

penggalangan mtehjen dalam

dan luar negen,_ o e
2) Menyelenggarakan koordmam

- intelijen-dan pembmaam tekms

. badan- badan -'preh ijens dlluar
BAKIN !

)Pcngendahan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan rugas-tu-

- gas intelijen; dan Merumuskan
-_kebijakan intelijen. - -

6. BIN. :
Dibentuk Kepurusan Presiden No-
mor: 166 Tahun 2000, yang di-
lengkapi dengan beberapa peratur-
an yaitu :

a. Keputusan Presiden Nomor 62
Tahun 2003, BADAN INTE-
LIJEN NEGARA terdiri dari 7
Deputi dan Staf Ahli,

b. Keputusan Presiden: Nomor 9
Tahun 2004, BADAN INTE-
LIJEN NEGARA dimungkin-
kan membentuk pos wilayah
dan kelompok kerja.

Instruksi Presiden Nomor: 5 Ta-

hun 2002, BADAN INTELL

JEN NEGARA mengkoordina-

sikan kegiatan pelaksanaan in-

&

telijen instansi pemerineah.
d. Penetapan Presiden Nomor: 52

- terhadap keglatan dan operasL i
.mteh;en yang dllakukan oleh” -

Tahun 2005 BADAN INTE— _

. LIEN NEGARA terdiri dari 5
Deputi, Sekretaris. Utama,’ Ins—

pe “pektorat. Utama, dan 5 Staf :

| Ahli.

e:-Berdasarkan kepu:usan KA_-BIN '_

. nomor: Kpts-OSI Tahun 2001
- tentang organisasi dan tata kerja
BADAN INTELJJEN NEGA-
RA sebagaimana diubah dengan

- keputusan KA BIN. Nomor :

Kprs-1284 Tahun 2001,

f. Kepala BADAN INTELUEN

NEGARA:
Kedudukan Badan Intelijen Ne-
gara berada di bawah dan ber-
tanggung jawab langsung kepa-
da Presiden dan sesuai Instruk-
si Presiden Nomor: 5 Tahun
2002, Badan Intelijen Negara
mengkoordinasikan kegiatan pe-
laksanaan intelijen instansi pe-
merintah.® Dengan kedudukan
tersebut Badan Intelijen Nega-
ra mempunyai beberapa kewe-
nangan:

2. Mengumpulkan, menganali-
sa serta menyajikan informasi
intelijen baik dalam maupun
luar negeri

8 Wawancara dengan Darsono, staf ahli Ba-
dan Inteiijen Negara, betempat di Kan-
tor Badan Intelijen Negara. 9 Juli 2007,
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i b "-‘-Mencxptakan situasi dan kon— -
diSi yang aman. bacrl negara

 Dari sejarah pembenraken dan wgss
serta fungsi Intelijen Negara yang

begitu penting serta perlu ada sifat-

sifat sinergis dan koordinatif dengan
berbagai - institusi-yang ada dalam

lembaga kenegaraan, maka sesungguh-
nya tidak cukup memadai kalau ha-
nya diatur.dalam Peraturan di bawah

undang- undang. Selain tidak nam--

pak’ garis koordinasi anrar berbagai

instansi terkait perolehan informasi

juga tidak nampak kekuatan adanya

center -of intelligence. Berbahayanya

peraturan di bawah undang-undang

adalah rentan untuk mudah diubah,

seperti diuraikan dan rerlihat di atas,
tetapi bila di atur dalam peraturan
perundangan setingkat undang-un-
dang tentu tidak semudah iru.

Di berbagai negara, peraturan yang
berkaitan dengan intelijen diatur
dengan undang-undang dan bukan
peraturan di bawah undang-undang,
misalnya Tnielligence Reform and Ter-

mmm Pre.venrzon ficz 0f 20(}4 Ame—-.'_:'_ S
j-nka) yancr ciilengkapl dengan 17 Dinas - - :
" Im:ehjen, Imellzgeme Sc’rvzce Act of e
- 2001 (Austraha) denganj- 6 dmas in-"
R tehjennya, Ime[lzgmce 'ervzce act of L
ional - 1994 (Inggris)- denga )

_:_:__"_-hjennya, Canada, security

Intel[zgence Serwce

: Apaiagi dalam perkembangan terlum_}' :

setiap terjadi kejahatan yang serius ;-
malca masyarakat selalu akan menga-
itkan “dengan kelengahan intelijen,
misalnya saja’ tentang kejadian tera-
khir terungkapaya pembalakan liar di
Ketapang Kalbat: Bahkan kemudian
muncul wacana untuk segera mem-
buat peraturan tentang ‘Undang-Un-
dang Tindak Pidana Pembalakan Liar,
yang logikanya pasti akan diberikan
peranan pada Intelijen Negara untuk
mendapatikan bukti awal, selain ke-
polisian. Sebelumnya yang paling jelas
dimasukkannya peran intelijen dalam
ketentuan anti teror yaitu Undang-
Undang RI Nomor 15 Tahun 2003
tentang Penetapan Peraturan Peme-
rintah Pengganti Undang-Undang RI
Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana Terorisme

menjadi Undang-Undang.

inas intes
'offﬂﬁrma—f:___ .

o tion Act. of 1985 dinas. 1'ntehjennya ;:}" '-:’:3:
:'-'telpusat pada Canzzdmn Securzty of
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i -B.é_f_kéitap.Z;Zc?l?hg_ah_-.pcr'an.-;-zBlN-'ﬁ;d_a_l_am-.
-+ ketentuan anti Terotisme iru tency
berdasarkan berbagai pertimbangan,
E :ka?éiiafl:b"agaim_ana?ﬁﬁf5be.duk__intéﬁ-'-' N

Jen pasti. didapat secara waderconer

o inguiry, edangkan dalam due process -
ofle Lot e pE

' pelanggaren. Mensiiun i

. matltentang k.ér_aktefistik:-tei'orisi:ne‘, o

' cara péhgungkapann}fa “dan dapat
tidaknya dikaitkan dengan peranan
intelijen dalam konteks praduga tak

bersalah:

dn international legal .order is

adly needed, but it should be stressed
in the context of terrorism, law and
Justice are. more than ever g tool and
not a goal in themselves. Law and
justice should above all provide the
legal basis Jor the various wmilitary,
economic, and diplomatic activities
and reaciion. [t is obvious, how-
ever; that the legal Jrame work itself
also needs to be updated and elabo-
rated upon and should hence be
turned into practical tool. ...So fir
I have been speaking of innocence,
in 4 fairly colloquial, not technical
way. But in some version of just war
theery it takes on & fairly particu-
larly meaning, When talking of “in-
nocence” or “guilt” (complicizy of
wrong doing, etc) we are ordinarily

w hal ini tentu dianggap suara

_'t;zllz;’ng_aéaw.-m_omf mnocenie:. people -

ave done something wrong, for
“which shey ave 10 blame. But juss

~ Sociate r/yefézse[z{ék-_:ﬁom.'---rbe ;im?[g

motion of moral innocence, redefin-

L ing innocence in ‘way thar better

tracks home 'thﬁ}/:ﬂ??ﬁﬁé of be Zegizf-_

mate military targeis in just war? .

Penutup L

Intelijen adalah pengumpulan infor-
masi secara rahasia, di mana sumber-
sumber informasi tersebut berguna

untuk memperrahankan dan melin- .

dungi suatu Negara terurama berka-
itan dengan terjaminnya twjuan ne-
gara dari rongrongan pihak lain. Bila
dilihat dari peran umum badan inte-
lijen secara universal antara lain mem-
berikan warning kepada pengguna
intelijen, memberikan estimasi arau.
perkirazn keadaan, Dengan warning
atau estimasi terschur, pengguna in-
telijen diharapkan dapar mengambil
keputusan dengan segala resiko yang
tefah diperhitungkan secara rasional,
bertanggungjawab dan bermanfaat

9 Robert E. Goodin, What's wrong with
terorism?, Polity Press, 2006, hlm. 18,

 war theorist sometime 1y 1o disas-
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